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Abstrak 

Kekerasan seksual merupakan bentuk 

pelanggaran hak asasi manusia yang 

berdampak serius terhadap korban, baik 

secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah 

satu bentuk kekerasan seksual yang paling 

ekstrem adalah pemerkosaan, yang tidak 

hanya meninggalkan trauma mendalam, tetapi 

juga dapat menyebabkan kerusakan pada 

fungsi reproduksi korban. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab 

hukum pelaku pemerkosaan yang 

menyebabkan kerusakan fungsi reproduksi 

pada korban, ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (TPKS). Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan studi kasus. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa UU No. 12 Tahun 2022 

telah memberikan pengakuan yang lebih 

komprehensif terhadap hak-hak korban, 

termasuk pengakuan atas kerusakan fisik 

seperti gangguan atau hilangnya fungsi 

reproduksi. Pelaku dapat dikenai pidana 

tambahan berupa ganti kerugian, rehabilitasi 

medis dan psikologis bagi korban, serta 

pemberatan hukuman berdasarkan dampak 
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yang ditimbulkan. Dengan adanya pengaturan 

ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan 

secara maksimal dan korban mendapatkan 

pemulihan yang layak. 

Kata kunci: Kekerasan seksual, 

pemerkosaan, fungsi reproduksi, Undang-

Undang No. 12 Tahun 2022, hak korban. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Hak Asasi Manusia yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, 

menyatakan bahwa setiap warga negara 

indonesia memiliki hak untuk bebas dari 

kekerasan seksual, terkhususnya dalam pasal 

4 yang menyebutkan adanya hak setiap orang 

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak 

untuk tidak diperbudak.1 Pengakuan tersebut 

secara tegas telah menunjukkan bahwa 

Indonesia sangat menentang keras adanya 

tindakan kekerasan seksual bagi semua 

individu, dengan tanpa memandang usia, jenis 

kelamin, atau status maupun latar belakang 

seorang individu.  

       Indonesia sebagai negara yang 

berlandaskan hukum, tentu menjamin 

kesejahteraan bagi semua warga negaranya, 

sehingga menjadikan segala bentuk tindakan 

kekerasan sangat dilarang keras oleh 

pemerintah Indonesia. Segala perilaku yang 

membahayakan dan mengakibatkan kerugian 

fisik, psikologis, atau seksual yang dialami 

oleh individu atau kelompok disebut 

kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri 

merupakan isu yang telah lama menjadi 

perbincangan di tengah masyarakat 

Indonesia.4 Di Indonesia, kekerasan seksual 

dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

kekerasan yang dimana memaksa seseorang 

untuk melakukan kontak secara seksual yang 

 
4 Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Pelecehan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 

2022, hlm. 61. 

 



Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum 

Jurnal fakultas Hukum Unsrat 

tidak dikehendaki dan dapat sangat merugikan 

hak pribadi seseorang. Kekerasan seksual 

ialah salah satu perilaku yang bertentangan 

dengan Undang- Undang,5 karena dapat 

sangat merusak harkat dan martabat seseorang 

karena telah secara tidak langsung menyerang 

tidak hanya pada fisik tetapi juga kestabilan 

mental korban.  

      Selama manusia masih berada dan tinggal 

di bumi ini, tentunya isu mengenai kekerasan 

seksual masih terus relevan, karena realitas 

menunjukkan bahwa tantangan ini masih 

nyata adanya dan memerlukan perhatian serta 

tindakan pencegahan yang konsisten karena 

seperti yang kita ketahui bahwasanya 

kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja 

dan kapan saja, seperti di dalam angkutan 

umum, supermarket, pabrik, bioskop, sekolah, 

kantor, dan hotel, baik di siang maupun 

malam hari. Kekerasan seksual merupakan 

salah satu bentuk pelanggaran hak asasi 

manusia yang fatal dan sangat serius, dengan 

dampak yang mendalam bagi korban. Dampak 

ini meliputi trauma psikologis, kerusakan 

fisik, dan gangguan sosial yang dapat 

bertahan lama. Motif yang timbul dari 

tindakan kekerasan seksual yang dilakukan 

seseorang juga semakin meningkat seiring 

dengan perkembangan zaman yang ada, 

peristiwa ini mencerminkan kompleksitas dan 

dinamika sosial yang terus berubah dari masa 

ke masa. Indonesia sebagai negara yang 

identik dengan keberagaman, tentunya 

memiliki masyarakat yang juga sama 

beragam, setiap individu membawa warna 

dan perspektifnya masing-masing yang 

tercermin dari cara mereka berinteraksi dan 

menjalani kehidupan sehari-hari.  

      Hal ini tentu mempengaruhi faktor-faktor 

dari timbulnya kejahatan kekerasan baik 

secara langsung maupun tidak langsung, 

Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi, 

perubahan dalam kependudukan dan struktur 

masyarakat juga mempengaruhi motif, 

karakteristik, bentuk, intensitas, dan modus 

operandi dari timbulnya tindakan kejahatan 

kekerasan seksual. 

 
5 Ibid, hlm 62 

      Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber 

penyebab terjadinya tindakan kejahatan, yaitu 

sumber pertama adalah faktor internal seperti 

sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, 

anomi (apatis), umur, sex, kedudukan individu 

dalam masyarakat, pendidikan individu, dan 

masalah hiburan individu. Sedangkan faktor 

kedua adalah faktor eksternal, yaitu 

bersumber dari luar diri individu seperti faktor 

ekonomi, agama, bacaan dan film6    Dari 

aspek hukum pidana, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu 

dasar hukum yang fundamental dalam sistem 

peradilan Indonesia serta dapat dijadikan 

landasan hukum untuk menjamin hak dan 

kewajiban setiap warga negara. KUHP 

merumuskan sejumlah ketentuan-ketentuan 

tindak pidana, di mana terdapat salah satu 

pasal yang mendapat perhatian khusus disini 

yaitu pasal 285 KUHP.  

      Namun, cukup disayangkan karena jenis 

kekerasan seksual yang termuat dalam 

KUHP sangat terbatas dan tidak menjelaskan 

secara menyeluruh. Sedangkan, ketentuan-

ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual sudah lebih rinci 

menguraikan tentang jenis kekerasan seksual 

yang salah satunya adalah perkosaan. 

Meskipun demikian, ketentuan pasal 285 

KUHP tetap dapat digunakan sebagai acuan 

untuk memberikan perlindungan hukum dan 

menjamin hak setiap individu. 

     Kasus kekerasan seksual perkosaan yang 

terjadi disekitar lingkungan masyarakat, tidak 

hanya meninggalkan trauma psikologis yang 

berdampak bagi mental korban. Dalam kasus 

ini, kerusakan pada fungsi reproduksi 

merupakan salah satu dampak fisik yang 

sangat signifikan yang timbul dan dapat 

dialami oleh korban perkosaan, di mana hal ini 

akan sangat mempengaruhi kualitas hidup 

mereka secara drastis dan menyeluruh, baik 

dalam segi kesehatan maupun emosional. 

     Di Indonesia, kesehatan reproduksi pada 

hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari 

hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang sudah seharusnya 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 
 

6 Abdulsyani, Sosiologi kriminalitas, CV. Remaja 

Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45 
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Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pancasila dan terkandung dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia.  

     Berdasarkan dari uraian diatas, kita sudah 

mengetahui bahwasanya kerusakan pada 

fungsi reproduksi ialah salah satu dampak 

yang akan dialami oleh korban akibat dari 

perkosaan. Dampak ini tentu mencakup 

berbagai jenis masalah kesehatan medis yang 

diantara lain seperti infeksi, luka internal, 

gangguan kesuburan, penyakit menular 

seksual (PMS), dan sebagainya. Oleh karena 

itu urgensi dari pemahaman terhadap fungsi 

kesehatan reproduksi sangat diperlukan 

karena diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, serta 

menjadi langkah awal untuk terhindar dari 

tindakan kekerasan seksual (perkosaan) yang 

kasusnya masih marak terjadi di kehidupan 

manusia. Di Indonesia, maraknya kasus 

kekerasan seksual (perkosaan) di kalangan 

masyarakat membuat hal ini mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah, belum lagi 

dengan pemberitaan dari beberapa media 

terkait korban perkosaan yang belum 

mendapatkan keadilan dan perlindungan yang 

seharusnya ia dapatkan dari negara. Hal ini 

membuat upaya dalam pembaharuan payung 

hukum terkait kasus kekerasan seksual 

(perkosaan) menjadi fokus pemerintah 

sebagai bentuk dari pembangunan negara. 

Sehingga, Rancangan Undang-Undang 

(RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual 

berkembang dan pada akhirnya disahkan 

menjadi Undang-Undang. Regulasi terkait 

pengaturan tindakan kekerasan seksual 

(perkosaan) yang menyebabkan kerusakan 

fungsi reproduksi telah resmi diatur secara 

eksplisit oleh pemerintah republik indonesia 

di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS). 

      Undang-Undang TPKS memiliki 

relevansi yang sangat signifikan terkait kasus 

kekerasan seksual, terkhususnya perkosaan 

karena telah mengatur tindakan perkosaan 

sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual 

yang terkandung dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf 

a. Selanjutnya, terkait dengan penerapan 

sanksi yang akan diberatkan kepada pelaku 

perkosaan telah termuat dalam Pasal 6 huruf 

c, yang berbunyi: “Setiap Orang yang 

menyalahgunakan kedudukan, wewenang, 

kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari 

tipu muslihat atau hubungan keadaan atau 

memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan 

atau ketergantungan seseorang, memaksa 

atau dengan penyesatan menggerakkan orang 

itu untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).”7 Hal ini mengindikasikan bahwa 

perkosaan diakui sebagai tindak pidana yang 

serius dan sangat memerlukan perlindungan 

hukum yang kuat. Hak-hak korban seperti hak 

untuk mendapatkan restitusi, layanan 

pemulihan, dan informasi terkait proses 

penanganan dan pemulihan, serta peran dan 

tugas lembaga negara, pemerintah dan 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

pencegahan kekerasan seksual juga menjadi 

salah satu hal yang tercantum dalam Undang-

Undang TPKS. Terobosan hukum baru dalam 

Undang-Undang TPKS ini diapresiasi karena 

terdapat kemajuan dalam aspek pencegahan, 

peran masyarakat dan keluarga, serta 

koordinasi dan pemantauan yang dapat 

dikatakan cukup komprehensif karena telah 

memuat enam elemen kunci, yaitu: 

pencegahan, pengaturan tindak pidana, 

pemidanaan termasuk rehabilitasi pelaku, 

hukum acara, pemulihan, serta pemantauan.8 

 

 

 

 
7 Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana KekerasanSeksual. 

8 Ratna Batara Munti, Delik Perkosaan Dalam 

UU TPKS, Kompas.id, 18 Oktober, 2022, 

diakses dari : 

https://www.kompas.id/baca/artikel-

opini/2022/04/17/delik-perkosaan-dalam-uu- 
tpks, pada tanggal 2 Agustus 2024, Pukul 

21:53. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum 

terhadap pelaku perkosaan yang 

menyebabkan korban mengalami 

kerusakan fungsi reproduksi menurut 

Undang-undang Nomor 12 tahun 

2022? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap 

pelaku perkosaan yang menyebabkan 

korban mengalami kerusakan fungsi 

reproduksi menurut Undang-undang 

Nomor 12 tahun 2022? 

 

C. Metode Penelitian 

      Metode penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normative. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan hukum terhadap pelaku 

perkosaan yang menyebabkan korban 

mengalami kerusakan fungsi 

reproduksi menurut Undang-undang 

Nomor 12 tahun 2022 

     Pengaturan hukum terhadap pelaku 

perkosaan yang menyebabkan korban 

mengalami kerusakan fungsi reproduksi 

adalah upaya negara dalam menegakkan 

keadilan dan memberikan perlindungan 

maksimal terhadap korban tindak pidana 

akibat kejahatan kekerasan seksual. Hukum 

yang berlaku harus mampu memberikan 

perlindungan yang adil dan menyeluruh bagi 

setiap individu, terutama korban kekerasan 

seksual, dan memastikan bahwa pelaku dapat 

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Hukum juga harus mencerminkan 

nilai-nilai keadilan sosial dengan 

mempertimbangkan dampak serius yang 

dialami oleh korban, serta hukum harus 

responsif terhadap perubahan sosial dan 

kemajuan hak asasi manusia. Dalam hal ini 

pengaturan hukum terhadap pelaku perkosaan 

harus dapat memberikan kepastian hukum, 

rasa keadilan bagi korban, serta efek jera bagi 

pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di 

masyarakat karena perkosaan adalah tindak 

kejahatan berat yang tidak hanya melanggar 

hak korban atas tubuh dan martabatnya, tetapi 

juga dapat menyebabkan dampak 

berkepanjangan, seperti kerusakan pada 

fungsi reproduksi yang berpotensi 

mengubah kehidupan korban secara 

permanen. Hal ini membuat hukum pidana 

dituntut untuk mampu merespons 

kompleksitas tindak pidana tersebut melalui 

pengaturan hukum yang tegas dan 

proporsional, serta disertai dengan ketentuan 

pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut 

menimbulkan luka berat atau mengakibatkan 

gangguan pada sistem reproduksi korban. 

Selain itu, regulasi hukum perlu memastikan 

tersedianya mekanisme perlindungan serta 

upaya pemulihan bagi korban, sebagai wujud 

tanggung jawab negara dalam menegakkan 

prinsip keadilan dan menjamin perlindungan 

hak asasi manusia. 

     Sehubungan dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum yang menyeluruh, 

kolaborasi antara lembaga pemerintah, 

institusi peradilan, dan partisipasi aktif 

masyarakat memegang peranan yang sangat 

penting. Selanjutnya, penerapan pengaturan 

hukum yang tegas terhadap pelaku tindak 

perkosaan yang mengakibatkan kerusakan 

pada fungsi reproduksi korban mencerminkan 

kepedulian negara, sekaligus menjadi 

penegasan bahwa pemerintah sebagai 

representasi negara berkomitmen untuk 

menjamin dan melindungi hak serta 

keselamatan setiap warga negaranya. 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung 

tinggi dan menghormati hak asasi manusia 

tentunya melanggar keras adanya tindak 

kejahatan perkosaan terkhususnya yang 

menyebabkan korban mengalami kerusakan 

fungsi reproduksi, hal ini dapat dilihat dari 

ketentuan hukum yang terkandung dalam 

Undang-undang Dasar 1945, salah satu 

landasan hukum yang utama yang menjamin 

hak kebebasan setiap warga negara dan secara 

prinsip bertentangan dengan segala bentuk 

kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang 

termuat dalam beberapa pasalnya. 

      Dalam kasus kekerasan seksual, yang 

kerap kali menempatkan korban dalam posisi 

yang rentan, keberadaan ketiga pasal ini 

menunjukkan adanya kerangka hukum yang 

saling mendukung dan mengikat secara 

konstitusional. Dengan demikian, sinergi 
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antara ketentuan tersebut menjadi pijakan 

penting dan memperkuat urgensi dalam 

merumuskan kebijakan dan regulasi turunan 

khususnya yang memuat aturan hukum bagi 

pelaku perkosaan yang menyebabkan korban 

mengalami kerusakan fungsi reproduksi, yang 

telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 

TPKS). 

      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

hadir sebagai sebuah jawaban atas 

kekosongan hukum yang telah lama menjadi 

sorotan dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia, khususnya dalam menangani 

kasus-kasus kekerasan seksual yang kompleks 

dan berdampak multidimensi. Selama 

bertahun-tahun, korban kekerasan seksual, 

termasuk korban perkosaan, kerap 

menghadapi hambatan dalam memperoleh 

keadilan, baik karena minimnya pengakuan 

hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan 

seksual tertentu, tidak adanya perlindungan 

yang menyeluruh, maupun kurangnya 

mekanisme pemulihan yang manusiawi. 

Dalam konteks ini, UU TPKS merupakan 

jawaban konkret sekaligus terobosan hukum 

yang signifikan dalam sistem perundang- 

undangan di Indonesia, khususnya dalam 

menangani kasus-kasus kekerasan seksual 

seperti perkosaan. Hadirnya UU ini menandai 

tonggak penting dalam pembaruan hukum 

pidana nasional, karena untuk pertama 

kalinya Indonesia memiliki instrumen hukum 

yang secara khusus dan komprehensif 

mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, 

perlindungan terhadap korban, serta 

mekanisme pemulihan dan pemberian 

keadilan yang berperspektif korban. Secara 

khusus, UU TPKS memuat ketentuan yang 

memberikan pemberatan sanksi bagi pelaku 

perkosaan yang menyebabkan dampak berat 

terhadap korban, termasuk kerusakan fungsi 

reproduksi, yang dapat dikategorikan sebagai 

luka berat atau gangguan kesehatan yang 

berkepanjangan. UU TPKS tidak hanya 

berfungsi sebagai payung hukum represif 

terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen 

transformasi sosial yang memperkuat 

kesadaran publik akan pentingnya 

menghormati integritas tubuh, hak atas rasa 

aman, dan martabat setiap individu. 

Keberadaan UU ini menjadi symbol 

komitmen negara dalam menghadirkan 

perlindungan hukum yang responsif, berpihak 

pada korban, dan relevan dengan tantangan 

kejahatan seksual di era modern yang 

semakin beragam. 

      Berbicara mengenai pengaturan hukum, 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (UU TPKS) khususnya pada BAB II 

memberikan landasan yuridis yang lebih 

spesifik dan komprehensif melalui ketentuan 

Pasal 4 ayat (2), di mana perkosaan 

dikategorikan sebagai salah satu dari 

banyaknya jenis tindak pidana kekerasan 

seksual.  

      Pasal tersebut menyatakan bahwa 

perkosaan merupakan salah satu bentuk 

kekerasan seksual yang dilarang keras, karena 

merupakan tindakan pemaksaan hubungan 

seksual terhadap seseorang yang dilakukan 

tanpa persetujuan dan bertentangan dengan 

kehendak korban. Pengakuan eksplisit ini 

penting karena menjawab kekosongan hukum 

sebelumnya, di mana definisi dan cakupan 

tindak pidana perkosaan sering kali sempit 

dan tidak mencerminkan kompleksitas serta 

beratnya dampak yang dialami korban. 

Kemudian, UU TPKS tidak hanya menyoroti 

aspek tindakan kriminalnya, tetapi juga secara 

implisit memperhatikan konsekuensi medis 

dan psikologis yang ditimbulkan terhadap 

korban, terutama jika dapat berimplikasi pada 

kerusakan fungsi reproduksi korban. 

     Berdasarkan pernyataan diatas, kerusakan 

fungsi reproduksi yang ditimbulkan akibat 

tindak perkosaan tidak hanya dapat dipandang 

sebagai bentuk luka fisik semata, melainkan 

dapat dikategorikan sebagai bentuk luka berat 

atau gangguan kesehatan yang bersifat jangka 

panjang bahkan permanen. Dampak medis 

seperti kerusakan pada sistem reproduksi 

bukan hanya mengancam aspek biologis 

korban, tetapi juga berpotensi menghilangkan 

haknya untuk merencanakan dan menjalani 

kehidupan reproduktif secara bebas dan 

bermartabat. Kerugian ini sangat mendalam 
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karena tidak hanya memengaruhi kualitas 

hidup korban secara menyeluruh, tetapi juga 

dapat menyebabkan trauma psikologis jangka 

panjang, stigma sosial, serta hilangnya rasa 

aman dan kendali atas tubuh sendiri. 

Pengakuan terhadap kerusakan fungsi 

reproduksi sebagai akibat serius dari tindak 

perkosaan merupakan langkah penting dalam 

menjamin perlindungan hukum yang utuh, 

serta mencerminkan komitmen negara dalam 

menegakkan hak asasi manusia, khususnya 

hak atas kesehatan, integritas tubuh, dan masa 

depan yang layak bagi setiap individu. 

      Tanggung jawab untuk melindungi setiap 

warga negara merupakan kewajiban mutlak 

yang harus diemban oleh negara, baik melalui 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip 

dasar negara hukum dan amanat konstitusi. 

Kewajiban ini mencakup upaya menjamin 

rasa aman, memberikan perlindungan dari 

segala bentuk kekerasan, serta memastikan 

terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu 

tanpa diskriminasi. Perlindungan ini tidak 

hanya terbatas pada penyediaan rasa aman 

secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan 

perlindungan hukum terhadap setiap bentuk 

pelanggaran hak asasi manusia, termasuk 

tindak pidana kekerasan seksual seperti 

perkosaan, khususnya perkosaan yang 

berdampak berat seperti kerusakan fungsi 

reproduksi, sehingga tanggung jawab tersebut 

menjadi semakin mendesak dan krusial. 

     Langkah-langkah konkret dalam 

pembentukan, penerapan, dan memperkuat 

pengaturan hukum yang berpihak pada korban 

menjadi wujud nyata tanggung jawab negara 

dalam menjamin perlindungan yang 

menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan, 

penanganan, hingga pemulihan. Hal ini 

meliputi penyusunan regulasi yang 

memberikan sanksi pidana yang lebih berat 

dan setimpal kepada pelaku, pemberian 

restitusi dan kompensasi kepada korban, 

akses terhadap layanan kesehatan fisik dan 

mental, serta jaminan terhadap proses hukum 

yang adil. Terlebih dalam kasus kekerasan 

seksual yang mengakibatkan kerusakan pada 

fungsi reproduksi, korban memerlukan 

pemulihan jangka panjang yang tidak hanya 

bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek 

mental, sosial, dan emosional, sehingga 

pembentukan regulasi yang kokoh dan 

aplikatif akan memberikan kontribusi positif 

dalam membangun lingkungan hukum yang 

berpihak pada korban, serta menegaskan 

komitmen negara dalam menanggulangi 

kekerasan seksual secara sistemik. 

      Menindaklanjuti pernyataan diatas, Pasal 

55 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan turut serta 

menegaskan bahwa: “Setiap Orang berhak 

menjalani kehidupan reproduksi dan seksual 

yang sehat, aman, serta bebas dari 

diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan 

dengan menghormati nilai luhur yang tidak 

merendahkan martabat manusia sesuai 

dengan norma agama.”9 Ketentuan yang 

termuat dalam Pasal 55 huruf a Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan berfungsi sebagai elemen 

pelengkap yang sangat krusial terhadap 

kerangka hukum pidana dalam UU TPKS, 

khususnya bagi mereka yang mengalami 

gangguan kesehatan serius seperti kerusakan 

fungsi reproduksi. Ketentuan ini tidak hanya 

memperkuat aspek perlindungan hukum, 

tetapi juga memperluas cakupannya dengan 

secara eksplisit menegaskan bahwa hak atas 

kesehatan reproduksi merupakan bagian 

integral dari hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.   

Dalam konteks ini, pelaku kekerasan seksual 

yang menyebabkan korban mengalami 

kerusakan pada sistem reproduksi tidak hanya 

melanggar hak korban atas kesehatan, tetapi 

juga telah melakukan tindakan yang 

menciderai martabat kemanusiaan yang 

dijamin oleh konstitusi, sehingga pelaku harus 

diposisikan sebagai subjek hukum yang 

bertanggung jawab penuh atas akibat dari 

perbuatannya. Ia tidak hanya layak dikenai 

sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU 

TPKS, tetapi juga harus dimintai 

pertanggungjawaban secara hukum 

berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam 

 
9 Pasal 55 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan 
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UU Kesehatan. Perbuatannya tidak boleh 

dianggap sebagai pelanggaran biasa, 

melainkan sebagai kejahatan berat yang 

berdampak jangka panjang terhadap fisik, 

mental, dan masa depan korban karena 

kerusakan fungsi reproduksi bukanlah luka 

sesaat, melainkan gangguan permanen yang 

dapat memengaruhi kualitas hidup korban 

sepanjang hayatnya. Dalam kerangka 

perlindungan hukum yang komprehensif, 

keberadaan Pasal 55 UU Kesehatan menjadi 

penguat bahwa keadilan bagi korban tidak 

hanya bersifat simbolik, tetapi harus 

diwujudkan melalui tindakan hukum nyata 

yang berpihak kepada pemulihan korban dan 

menjamin tidak terulangnya kekerasan yang 

sama di masa mendatang. 

 

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Perkosaan Yang Menyebabkan Korban 

Mengalami Kerusakan Fungsi 

Reproduksi Menurut Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 

Mengulas mengenai tindak perkosaan, 

kita menyadari bahwa perbuatan tersebut 

merupakan bentuk pelanggaran berat yang 

dapat mencederai hak atas rasa aman, 

integritas tubuh, dan martabat kemanusiaan. 

Perkosaan dapat berdampak jangka panjang 

terhadap kehidupan korban, termasuk 

gangguan fungsi reproduksi dan keterasingan 

sosial. Meskipun secara normatif tindakan ini 

jelas dilarang dan dikutuk keras oleh hukum 

nasional maupun instrumen hukum 

internasional, pada kenyataannya, kejahatan 

seksual ini masih marak terjadi di berbagai 

lapisan masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah konkret terkait penegakan 

hukum yang dapat menekan angka kekerasan 

seksual dan memastikan bahwa setiap 

individu dapat hidup dengan aman, 

bermartabat, dan terlindungi.  

Penegakan hukum adalah suatu proses 

yang bertujuan untuk menjadikan ketentuan 

hukum baik dalam pengertian formal yang 

terbatas maupun dalam makna substantif yang 

lebih luas sebagai acuan utama dalam setiap 

tindakan hukum. Proses ini berlaku bagi 

seluruh subjek hukum serta aparat penegak 

hukum yang secara sah diberi mandat dan 

wewenang oleh undang-undang. Tujuannya 

adalah untuk memastikan bahwa norma-

norma hukum yang telah ditetapkan dapat 

dijalankan secara efektif dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.10 

Dalam konteks ini, hukum berfungsi 

sebagai alat rekayasa sosial yang tidak hanya 

menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah 

terjadinya ketidakadilan dan melindungi hak-

hak dasar setiap warga negara. Hal ini sejalan 

dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang 

mendefinisikan penegakan hukum secara 

konsepsional yaitu kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaedah-kaedah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup.11 Pandangan tersebut menegaskan 

bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan 

tertulis, melainkan perwujudan dari nilai-nilai 

dasar dalam masyarakat seperti keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan 

hukum dipandang sebagai proses 

menyerasikan nilai, yakni kemampuan hukum 

untuk mengakomodasi nilai-nilai sosial yang 

hidup dalam masyarakat dan mewujudkannya 

dalam aturan serta tindakan yang konkret. 

Dengan demikian, penegakan hukum yang 

ideal adalah proses yang menjembatani nilai-

nilai normatif dan kenyataan sosial, serta 

menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban 

dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Peningkatan kepedulian terhadap 

penegakan hukum tercermin dari semakin 

intensifnya eksplorasi, perumusan, dan 

penetapan sanksi yang tegas dan berkeadilan 

terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini 

menunjukkan adanya perhatian dari negara, 

aparat penegak hukum, dan masyarakat 

 

10 Arliman Laurensius, Penegakan Hukum 

Dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta, 

2015, hlm. 13-14. 

11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 

2012, hlm. 5. 
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bahwa tindak kekerasan seksual merupakan 

kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi, 

khususnya perkosaan yang mengakibatkan 

kerusakan pada fungsi reproduksi. Upaya ini 

tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek 

jera kepada pelaku, tetapi juga untuk 

memulihkan martabat dan hak-hak korban 

yang telah dirampas. Selain itu, keberhasilan 

suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari 

keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga 

dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan 

menghormati hukum tersebut. Peran serta 

masyarakat sangat penting dalam mencegah, 

mendeteksi, serta melaporkan tindakan 

kekerasan seksual, sehingga tidak ada ruang 

bagi pelaku untuk bersembunyi di balik 

budaya diam atau stigma terhadap korban. 

Dengan membangun kesadaran kolektif dan 

solidaritas sosial, masyarakat turut serta 

menjadi garda terdepan dalam mendukung 

penegakan hukum dan pemulihan korban 

secara menyeluruh. 

Dalam kerangka penegakan hukum, 

penerapan sanksi pidana memiliki posisi yang 

sangat penting sebagai mekanisme pengendali 

untuk memastikan bahwa hukum dijalankan 

secara efektif. Sanksi tidak hanya berfungsi 

sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan, 

tetapi juga sebagai alat preventif yang 

dirancang untuk mencegah terulangnya tindak 

pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi 

pidana harus mencerminkan prinsip keadilan 

yang setara bagi seluruh individu, tanpa 

membedakan status sosial, karena setiap 

orang memiliki kedudukan yang sama di mata 

hukum.12  

Berbicara mengenai sanksi pidana, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

hadir sebagai bentuk respon hukum yang tegas 

terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual 

yang selama ini seringkali tidak tertangani 

secara adil. Undang-undang ini telah 

merumuskan berbagai ketentuan hukum yang 

komprehensif untuk menjerat pelaku 

kekerasan seksual. Ketentuan- ketentuan 

hukum tersebut dirancang untuk menghukum 

pelaku secara tegas sesuai dengan tingkat 
 

12 Syaiful Bakhri, Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek 

Peradilan, Jakarta, 2020, hlm. 17. 

keparahan perbuatannya, dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, mulai 

dari modus operandi, kondisi korban, hingga 

dampak jangka panjang yang ditimbulkan. 

Penjatuhan sanksi yang proporsional 

mencerminkan keseriusan negara dalam 

memerangi kekerasan seksual, terutama ketika 

dampak yang ditimbulkan sangat merusak 

seperti kerusakan pada fungsi reproduksi yang 

bersifat permanen. 

Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual memuat ketentuan yang secara tegas 

memberikan sanksi hukum bagi pelaku 

pelecehan seksual fisik, yang berbunyi: 

“Setiap Orang yang menyalahgunakan 

kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau 

perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau 

hubungan keadaan atau memanfaatkan 

kerentanan, ketidaksetaraan atau 

ketergantungan seseorang, memaksa atau 

dengan penyesatan menggerakkan orang itu 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

persetubuhan atau perbuatan cabul 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/ atau pidana denda paling 

banyak Rp300.0OO.0OO,00 (tiga ratus juta 

rupiah).”13  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab sebelumnya maka 

kesimpulannya adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual menjadi tonggak penting dalam 

sistem hukum pidana Indonesia karena 

secara tegas mengatur bentuk-bentuk 

kekerasan seksual, menetapkan sanksi 

pidana berat bagi pelaku, serta menjamin 

hak korban atas pemulihan dan restitusi. 

UU ini membangun sistem peradilan 

yang tidak hanya menindak pelaku 

secara represif, tetapi juga bersifat 

 
13 Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
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protektif dan restoratif bagi korban. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual menegaskan komitmen negara 

dalam menanggulangi kekerasan seksual 

melalui sanksi pidana yang tegas. Pasal 6 

huruf c mengatur hukuman berat bagi 

pelaku yang menyalahgunakan 

kekuasaan, sedangkan Pasal 15 memuat 

pemberatan pidana jika kekerasan 

seksual tersebut menyebabkan dampak 

serius, salah satunya seperti kerusakan 

fungsi reproduksi. 

 

B. Saran 

Adapun saran yaitu antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah perlu gencar mengedukasi 

masyarakat soal UU TPKS dan melatih 

aparat hukum agar lebih peka dan adil 

dalam menangani kasus kekerasan 

seksual. Mekanisme restitusi juga harus 

mudah diakses dan benar- benar 

dijalankan, dengan pengadilan 

memastikan korban mendapat ganti rugi 

yang layak. Dengan hukum yang jelas, 

penegakan yang tegas, dan layanan yang 

berpihak pada korban, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksua bisa benar-

benar melindungi dan memberi keadilan. 

2. Untuk memperkuat efektivitas 

penegakan hukum dalam kasus 

kekerasan seksual, khususnya yang 

menyebabkan kerusakan pada fungsi 

reproduksi, diperlukan aturan pelaksana 

yang lebih jelas dan teknis. Penegak 

hukum juga perlu dibekali pelatihan 

berkelanjutan agar paham dan sensitif 

dalam menangani kasus kekerasan 

seksual. Kerja sama antar Lembaga 

seperti kepolisian, layanan kesehatan, 

LPSK, dan lembaga sosial harus 
diperkuat agar korban mendapatkan 
penanganan yang menyeluruh dan 
berkelanjutan. 
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